
Menimbang :

Mengingat

BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

a. batrwa unhrk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat
(3a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.O2/2O17

tentang Perubahan Atas Perattrran Menteri Keuangan Nomor
9/PMK.O2|2O|6 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air
Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh

Pemerintatr Rrsat, besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan
oleh Bupati dengan berpedoman pada Perahrran Gubernur
mengenai nilai perolehan air tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hunrf
a, perlu menetapkan Perafirran Bupati tentang Nilai Perolehan Air
Tanah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahr-rn 1959 tentang Pembenttrkan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 181a);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L974 Nomor 65,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3Oa6);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 13O, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5Oa9);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56791;

6. Peraturan Pemerintatr Nomor lzl Tahun 2015 tentang

Pengusahaan Sumber Daya Air (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 58OU;

7. Perahrran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pqiak Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2016 Nomor 244, Tambatran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Perahrran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13

Tahun 2OO9 tentang Pedoman Pen5rusunan Rancangan Penetapan

Cekungan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor 190);

9. Perattrran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15

Tahun 2Ol2 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 558);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.O2|2OL6 tentang Tata

Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan

Pqiak Penerangan Jalan unftrk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah R.rsat (Berita Negara

Republik Indonesia Tatrun 2016 Nomor 122) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor

195/PMK.A2|2O|7 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 9/PMK.O2|2OL6 tentang Tata Cara Pembayaran

Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan

Jalan unttrk Kegiatan Usatra Hulu Minyak dan Gas Bumi yang

Dibayarkan oleh Pemerintah Rrsat;

l l. Peratrrran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2

Tatrun 2OL7 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 56);
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12. Perahrran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20

Tahun 2OL7 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air

Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2OtT Nomor aO8);

13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

1+5lKl IO/MEM /2OOO tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan

Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawatr Tanah;

14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2OO1 tentang Pengelolaan Air

Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daeralr

Provinsi Sumatera Selatan Tatrun 2001 Nomor 1 Seri C)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeratr Nomor 18

Tahun 2OO4 tentang Perubahan atas Peratrrran Daerah Nomor 18

Tahun 2OO1 tentang Pengelolaan Air Bawatr Tanah Provinsi

Sumatera Selatan (kmbaran Daeratr Provinsi Sumatera Selatart

Tahun 2OO4 Nomor 10 Seri E);

15. Perahrran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2017

tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

16. Perahrran Daerah Nomor 1O Tahun 2O1O Tentang Pajak Daeratr

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tatrun 2010 Nomor 1

Seri B) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2OLg Tentang Perubatran Atas Peratrrran

Daerah Nomor 1O Tahun 2OLO tentang Pqiak Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Muara Enim Tatrun 2O1O Nomor 2 Seri E)

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG NII.,AI PEROLEHAN AIR TANAH
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PA.JAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah l(abupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara

Enim

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Badan Pendapatan Daeratr yang selanjutya disingkat Bapenda

adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim .
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5. Kepala Badan adalatr Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Muara Enim.

6. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sumatera Selatan

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energr dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Sumatera Selatan

8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang

terkandung di dalamnya.

9. Air adalatr semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawatr

permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.

10. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami daurrl atau buatan

yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.

ll.Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau

pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian

bagi kehidupan dan penglridupan manusia serta lingkungannya.

12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau

battran di bawah permukaan tanah.

13. Sungai Besar adalah sungai dengan lebar sungai lebih besar atau

sama dengan lOO (seratus) meter dan yang mengalir

sepanjang tahun dengan debit air stabil tanpa dipengaruhi oleh

perubatran musim kemarau dan penghujan.

14. Air Baku adalatr air yang berasal dari air tanah yang telah diambil

dari sumbernya dan telah siap unhrk dimanfaatkan.

15. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selaqiutnya disingkat NPA, adalah

nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pqiak air tanah,

besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan

harga dasar air.

16. Harga Dasar Air, yang selandutnya disingkat HDA, adalah harga

air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah,

besarnya $ama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.

17. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB, adalah biaya

investasi dalam nrpiatr unhrk mendapatkan air baku tersebut

yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah

setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur

produksi dalam satrran meter t<ubik.

18. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi

ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam mpiah.
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19. Faktor Nilai Air, yang selanjutnya disingkat FNA, adalah suahr

bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta perunhrkan

dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek

kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.

20. Volume Pengambilan Air Tanah, yang selanjutnya disebut Volume

Pengambilan, adalatr jumlah air tanatr dalam satuan meter kubik
yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, dan/atau sumur bor.

21.7,ona Pengambilan Air Tanah adalah wilayah yang

menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.

z2.KrJalitas Air adalah muftr air tanah dari sumur Bd, sumur pasak,

dan/atau sumur bor.

23. Sumber Air Alternatif adalatr sumber air lainnya di luar air tanah.

24. Non Nia8a adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau

pemanfaatan air tanah dengan hrjuan tidak semata-mata

memperoleh keuntungan;

25. Niaga adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan

air tanah dengan tujuan memperoleh keunttrngan;

26. Industri bahan baku air adalah setiap kegiatan usaha yang

menggunat<an air tanah sebagai bahan baku dengan hasil akhir
berupa air unhrk dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan;

27.Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanatr berdasarkan jenis

pemanfaatannya.

28.7-ona Aman adalah wilayatr dimana kondisi air tanah masih baik,

dari segi kuditas maupun kuantitas, dan/atau vegetasi masih

cuktrp lebat yang menjamin proses infrltrasi air tanah ke dalam

tanah masih dapat berjalan baik dan lancar.

29.7ana Aman Terbatas-Rauran adalah wilayatr dimana pengambilan

dan/atau pemanfaatan air tanah sudatr dibatasi setelatr dievaluasi

pada saat perpanjangan izilattya, kecuali unhrk eksplorasi air
tanah.

BAB II

NII.,AI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)

Pasal 2

(1) Besaran NPA dihihmg dengan mempertimbangkan sebagian atau

seluruh faktor-Ibktor berikut:

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;
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c. hrjuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air; dan

f. tingkat kemsakan linglmngan yang diakibatkan oleh

pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diformulasikan untuk penghihrngan NPA yang dinyatakan dalam

rupiah ke dalam komponen berilnrt:

a. sumber daya alam; dan

b. perunhrkan dan pengelolaan.

(3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, meliputi faktor-faktor berikut:

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air tanah; dan

c. kualitas air tanah.

(4) Komponen pemnttrkan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21huruf b, meliputi faktor-faktor berikut:

a. hrjuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaat-kan; dan

c. tingkat kemsakan lingkungan yang diakibatkan oleh

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

(1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan humf b, ditentukan
oleh kriteria berikut:

a. ada sumber air alternatif; atau

b. tidak ada sumber air alternatif.
(2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ayat (3) huruf c, ditenftrkan oleh kriteria berikut:

a. kualitas air tanah baik; atau

b. kualitas air tanah tidak baik.

(3) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4l,, dibedakan dalam S (lima)

kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam benhrk
pengusahaan berikut:

a. kelompok 1, merupakan bentrrk pengusahaan produk bertrpa

air, meliputi:
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1. pemasok air baku;

2. perusahaan air minum;

3. industri air minum dalam kemasan;

4. pabrik es kristal; dan/atau

5. pabrik minuman olahan.

b. kelompok 2, menrpakan benhrk pengusahaan produk bukan air
termasuk unhrk membantrr proses produksi dengan

penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:

1.. industri tekstil;

2. pabrik makanan olahan;

3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang S;

4. pabrik kimia;

5. industri farmasi;

6. perikanan;

7. pabrik pengolalran keLapa sawit;

8. pabrik pengolahan karet;

9. pabrik gula; dan/atau

1 O. industri pengolahan kertas / pnlp.

c. kelompok 3, mempakan benhrk pengusahaan produk bukan air
termasuk untuk membantu proses produksi dengan
penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;

2. usaha persewaan jasa kantor;

3. apartemen;

4. pabrik es skala kecil;

5. agro industri;

6. industri pengolahan logam;

7. peternakan;

8. bat&ing plant
9. pabrik keramik;

10. kehutanan (HTI);

11. perkebunan;

12. pertanian;

13. kolam renang;

L4. pelabuhan udara/laut
15. pemsatraan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, d1!;
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16. pertambangan umum; dan/atau

L7. pertambangan minyak dan gas bumi, tidak termasuk air
formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi

minyak dan gas bumi.

d. kelompok 4, merupakan benhrk pengusahaan produk bukan air
unhrk membantu proses produksi dengan penggunaan air
dalam jumlah kecil, meliputi:

1 . losmen/ pondokan/ pengrnapan/ rumah sewa/ bank;

2. tempat hiburan;

3. restoran;

4. gudang pendingin;

5. pabrik mesin/ elektronik/ otomotif;

6. pencucian kendara.an bermotor;

7. galangan kapal;

8. SPBU dan SPBG;

9. pergudarrgan;

lO. atpermarlet dan pergudangan grosir;

11. tempat olatrraga; dan/atau
12. tempat rekreasi dan wisata.

e. kelompok 5, merupakan benhrk pengusahaan produk bukan air
unttrk menunjang kebuhrhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala nrmah tangga;

2. hotel non bintang;

3. rumah makan;

4. rumah sakit;

5. instansi pemerintah;

6.Pemsahaan Daerah Air Minum (pDAM);

7. instansi non pemerintatr;

8. pasar;

9. badan sosial/panti asuhan; dan/atau
10. rumah ibadatr/terminal bus/stasiun kereta api.

(4) Kelompok pengguna air tanah sebageimana dimaksud pada ayat
(3), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai

bahan pendukung, banhr proses, atau baku utama.
(5) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(41, dapat disesuaikan dengan memperhatikan persentase

penggunaan air tanatr pada hasil industri dan hasil kajian Dinas
sesuai ketentuan peraturan penrndang-undangan.
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(6) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap hasil kqiian

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai ketentuan peraflrrarr

pemndang-undangan.

Pasal 4

(1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (3), dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki
peringkat dan bobot.

(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihihrng secara

eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketenttran berikut:

No. Kriteria Peringkat Bobot

1
Air tanah kralitas baik, ada
sumber air alternatif

4 L6

2 Air tanah kualitas baik, tidak
ada sumber air alternatif

3 9

3 Air tanatr lmalitas tidak baik,
ada sumber air alternatif

2 4

4 Air tanah lnralitas tidak baik,
tidak ada sumber air alternatif

1 1

(3) Unfuk menentukan kualitas air sumur bor sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, dilakukan pengqiian terhadap contoh air di
Laboratorium yang terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional
dan/atau instansi yang ditetapkan.

(a) sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah
apabila ada sungai besar dan/atau sumber air selain air tanah
dalam radius 5oo 0ima rattrs) meter dari lokasi sumur bor air
tanah, dan di luar itu berarti tidak ada sumber air alternatif.

Pasal 5

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana

dimalcsud dalam Pasal 2 ayat (41, memiliki nilai berdasarkan
kelompok volume pengambilan dan penrnhrkan yang dihihrng
secara progresif dengan tabel berikut :
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No. Peruntukan Volume Pengambilan (M')
o-50 51-500 50 1- 1000 100L-2500 >2500

1 Kelompok 5 1 115 2,25 3,38 5,06
2 Kelompok 4 3 4r5 6,75 10, 13 15,r9
3 Kelornpok 3 5 7r5 1 1,25 16,88 25,3 1

4 Kelompok 2 7 1O,5 15,75 23,63 35,44
5 Kelompok 1 9 13,5 20,25 30,39 45,56

(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sgfngai faktor
pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan

pengelolaan.

(3) Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi

air tanah pada masing-masing daerah.

Pasal 6

(llZ,ona pengambilan air tanah ditentukan berdasarkan Peraturan

Gubernur sebagai berikut:

a. 
"nna 

aman; atau

b. z,ona aman terbatas-rawan.

(2lZ.ona pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dalam pemberian izrn
pemakaian dan pengusahaan air tanah.

(3) Bapenda dapat melakukan pendataan pemakaian dan
pengusahaan air tanah.

(4) Penyelenggaraan ?.otta pengambilan air tanah sslagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (g), dilaksanakan sesuai
ketenttran peratrrran perundang-undangan.

Pasal 7

(1) unsur penghiftrngan NPA terdiri dari volume pengambilan dan
HDA.

(2) Penghihrngan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh

dengan rumus berikut:

NPA = (Volume Pengambilan) X HDA

(3) Penghihrngan dan penetapan NPA tiap sumur bor air tanah
berpedoman pada ketentuan Penrndang-undangan.

Pasal 8

(1) unsur penghihrngan HDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (1), terdiri dari HAB dan FNA.
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(2) Penghihrngan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diperoleh dengan rumus berikut:

HDA=HABxFNA.

Pasal 9

(1) HAB unhrk wilayah l(abupaten ditetapkan sebesar Rp.1.SOO,-

(seribu lima ratus rupiatr) per meter kubik.
(2) HAB ssbagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus unhrk

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebesar

Rp.SOO,- (lima ratus rupiatr) per meter kubik.
(3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2l1,

berpedoman pada peraturan Gubernur berdasarkan hasil kajian
Dinas.

Pasal 1O

(1) setiap komponen FNA ssfagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
(1), mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditenhrkan
sebagai berilnrt:

a. sumber daya alam (S) sebesar 600/o (enam puluh persen); dan
b. perunhrkan dan pengelolaan (P) sebesar 4oo/o (empat puruh

persen).

(2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh
dengan rumus berikut:

FNA = 6o0/o S + 40% P

Pasal l1

Ketentuan mengenai HDA berdasarkan komponen peruntukan dan
pengelolaan serta sumber daya alam air tanah, contoh penghihrngan

NPA, dan pembagran daeratr berdasarkan ?Dnapengambilan air tanah,
tercanttrm dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang
mempakan bagran tidat< terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan kegiatan terkait NPA dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan terkait NPA sebagaimana

dimaksud pada ayat (U, Bapenda dapat berkoordinasi dengan

Dinas.

BAB ry

KETENTUAN PERALIHAN

Pasd 13

Pada saat Perahrran Bupati ini mulai berlalrtr maka Perattrran Bupati
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Dasar Nilai Perolehan
Air Tanatr sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanatr Dalam
I(abupaten Muara Enim (Berita Daeratr I(abupaten Muara Enim
Tahun 2015 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidaf< berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan
Peratrrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal ZS Mei ZA18

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
I$BUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2OL8 NOMOR 26



IAMPIRAN I PERATURAN BUPAII MUARA ENIM
NOMOR 26 TAHI'N 2018
TENTANG MI.AI PEROI,EHAN AIR TANAH.

HARGA DASAR AIR

A. IIARGA DASAR AIR (I{DA) BERDASARI(AN KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGEIOI,AAN SERfA SUMBER DAYA AI.AM AIR
TANAI{

No.

KOMPONEN

PERUNTUKAN
DAN

PENGELOLJMN
AIRTANAH

KOMPONEN SUMBER DAYA AIAM

KRITERIA 1 KRITERIA 2 KRITERN3 KRITERIA 4

&50 51.500 50t.1000 tu)|.25(n >2500 &flt 51.5m flli.1000 1u,1.2500 >2500 &50 fi.500 fl,1.1000 t001.1500 > et00 &50 5l.5ll0 li0l.l000 t00t.2500 > uno

(rr) (nf) (rr) (m') (r'd) (nr) (rr) (nf) (m1 (nf) (1Ir) (n') fi|f) (mC (m') 0If) (nr,) (nr) 0n') (nr)

1 Kelompok 5 15.000 15.300 15.750 16.429 17.436 8.700 9,000 9.450 10.128 1 1 .136 4.200 4.500 4.950 5,629 6.636 1.500 1.900 2.250 2.929 3,936

2 Kelompok 4 16.200 17.100 18.450 20,478 23.514 9.900 10.800 12.150 14j78 17.214 5.400 6.300 7.650 9.679 12.714 2.700 3.600 4.950 6.978 10.014

3 Kelompok 3 17.400 18.900 21 .1 50 24.528 29.586 11.100 12.600 14.950 18.229 23.296 6,600 10,350 10.350 13,728 18.786 3.900 5,400 7.650 11 .029 16.086

4 Kelompok 2 18.600 20.700 23.850 28.578 35.664 12.300 14.400 17.550 22.278 29.3&l 7.800 9,900 13.050 17.778 24.864 5.1 00 7.204 10.350 15.079 22j64

5 Kelompok 1 19.800 22,5A4 26.550 32,628 41.736 13.500 16.200 20.25A 26.329 35.436 9.000 11,700 15.750 21.829 30.936 6.300 9,000 13.050 19.129 28.236
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B. HARGA DASAR AIR (HDA) KI{USUS PERUSAT{AAN DAERAH AIR MINUM (PDAM} BERDASARKAN KOMPONEN PERUNTUKAN
DAN PENGELOLAAN SERTA SUMBER DAYA AI,TM AIR TANAH

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR

I'lo.

K0lvlP0}{EN PERUNruKN

DAll PElrlGFl Ol llN

KOMPON EN SU MBERDAYA AIAM
KRITERIA 1 KRITERIA2 KRITERIA 3 KRITERIA 4

AIR TANA}I
0.r0.0m 10.00t.50.000 $0.00t.100.t00 100.001.2i0.000 r250.000 0 .t0.000 10.001.50.000 i0.101.100.000 t00.Mtil.m0 r1i0.000 0.10.m 10.001.i0.0m t0.001.t00.0m t00.00t{il.000 rXi0.0S 0.10.000 10.ffi.i0.000 il.0t1.100.000 1m.fi{50.000 r 150.000

ln1 Frl tn'l ttr) Ftl ln1 lnl tnl ltrl ltrl ln1 lnl inl tnl lnl tnl tr'1 ftl ln1 ln1

I Kelompok 5 5m0 5,100 5.250 5.476 5,812 2,900 3,000 3,1 50 3,376 3,712 1.400 1,500 1,650 1 876 2,212 500 600 750 976 1 312



I.,AMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 3l Mei 2OLB
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

CONTOH PENGHITUNGAN NII,,AI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Contoh rumus penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA):

NPA = (Volume Pengambilan) X HDA

HDA=HABXFNA

B. Contoh penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah {NPA): /
Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) untuk pengguna air tanah
kelompok 4, jumlatr volume pemanfaatan air tanah 3.000 me/bulan, serta
memiliki kriteria arr tanah kualitas baik dan ada sumber air atternatif, maka
penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) adalatr sebagai berikut:

1. komponen sumber daya alam = kriteria L; dan

2. komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah = kelompok 4.

Volume Pengambilan Sumber Daya Almr (Kriteria 1l
Peruntulran dan Pengelolaan

(Kelompok { FHA

0-50 16 0,60 9,6 3 0,40 1,2 10,8

51-500 16 0,60 9,6 4,5 0,40 1,8 11,4

501-1m 16 0,60 9,6 6,75 0,40 2,7 12,3

1001-2500 16 0,60 9,6 10,13 0,40 4,052 13,65

>2500 16 0,60 9,6 15,19 0,40 6,076 15,68

BUPATI MUARA ENIM

Dto

I&i,{UZLKTR SAI SOHAR

Kelompok
Volume

Pengambilan
(m3)

FilA HAB
(Rp.l

HDA=HABxFHA
(Rp.)

HPA = Volume
Pengambilan x

HDA
(Rp.)

4

50 10,9 1.500 16.200 910.000

450 11 ,4 1.500 17.100 7.695.000

500 12,3 1.500 18.450 9,225.000

1 500 13,65 1.500 20.475 3A.712.500

500 15,68 1.500 23.52A 1 1.760,000

Jumlah NPA 95.745 60.2A2.500



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 3l Mei 2OLB
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

PEMBAGIAN DAERAH BERDASARKAN ZONA PENGAMBII,AN AIR TANAH
DALAM WII,AYAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA BNIM

Dto

IV,{UZA,KTR SAI SOHAR

hnaAmarr

KECAMATAN

SEMBNDB DARAT I,AUT

SEMENDE DARAT TENGAH

SEMBNDE DARAT ULU

TANJUNG AGUNG

LAWANG KIDUL

MUARA ENIM

UJANMAS

BENAKA?

GUNUNG MEGANG

BELIMBING

RAMBANG DANGKU

RAMBANG

LUBAI

LUBAI ULU

LEMBAK

BELIDE DARAT

GBLUMBANG

SUNGAI ROTAN

MUARA BBLIDA

KELBKAR


